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PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 /9s /K/ 4r1.O13 I 2022

TENTANG

Implementasi Elektronifikasi Transaksi
maka perlu menetapkan peta
Elektronifikasi Transaksi pemerintah
Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 12
ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2021 tentang Tim percepatan dan perluasan Digitalisasi
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara

Pemerintah Daerah,
Jalan Implementasi

Daerah Kabupaten

1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang_
Undang Nomor 3 Tahun 2004;

2. Undang-Undang
Telekomunikasi;

Nomor 36 Tahun lggg tentang

l"

PETA JALAN IMPLEMENTASI
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN NGANJUK

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor l l Tahun 20Og tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-Undangan g€fagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5;



9. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan:

10. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20lO;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden
Nomor 76 Tahun 2O2l;

16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 201g tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia;

18. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Satuan
T\rgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sslagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang Tim Percepatan dan perluasan Digrtalisasi Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

2 1. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor tB8 / 92 I K / 4 I l.O t2 / 2O2 I
tentang Tim Percepatan dan perluasan Digitalisasi
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
r88 I 3OO / K/ 4t r.Ot2 / 2O2t;

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI
DAERAH KAE}UPATEN NGANJUK.

TENTANG
TRANSAKSI

PETA JALAN
PEMERINTAH

Menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Nganjuk dengan rincian
dan target capaian tercantum dalam l^ampiran Keputusan ini.
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ETPD adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan
belanja di masing-masing perangkat Daerah dari cara tunai
menjadi non tunai berbasis digrtal.

Tujuan dilaksanakannya ETpD adalah untuk meningkatkan
transparansi transalsi pemerintah Daerah, sehingga
mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.

Jenis Pendapatan Daerah yang dielektronifikasikan meliputi
pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis Belanja Daerah yang dielektronifrkasikan meliputi belanja
operasi dan belanja modal.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

an sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM,

S TRISNO H M.
Pembina
NrP. 19680501 199202 1 oot

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal 14 Maret 2022

PIt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR t88 / 9s I K/ 4l r.Ot3 I 2022
TENTANG PETA JALAN IMPLEMENTASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI

PETA JALAN/ ROADMAP
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERII.ITAH DAERAH (ETPD)

KABUPATEN NGANJUK T.IYAWIJI MENUJU BANGKIT
TAHUN 2021-2025

I. I.,ATAR BELAKANG

I. PENDAHULUAN

a Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang
berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE). Dengan munculnya revolusi industri 4.0 yang
menitikberatkan pada otomatisasi penggunaan teknologi informasi
memberikan efek besar pada ta,t:. caxa kehidupan dan dapat
meningkatkan perekonomian dan kualitas kehidupan secara signihkan.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bersepakat mendorong
transformasi digital di daerah guna mendukung pertumbuhan Ekonomi
Nasional melalui percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah (EIP). Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah telah
membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor l88l92lKl4lL.Ol2l2O2l
tanggal 27 Mei 2021 tentang Pembentukan TP2DD. TP2DD yang telah
dibentuk merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku
kepentingan terkait di tingkat kabupaten untuk mendorong inovasi,
mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah (ETPD), serta mendorong integrasi ekonomi dan
keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi. efektifitas,
transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. ETPD sebagai
pendorong digitalisasi dimaksudkan untuk mengubah transaksi
pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi
nontunai.

Implementasi ETP di Kabupaten Nganjuk sudah berjalan sejak
Tahun 2O19 yakni dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan
Bersama antara Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tentang Elektronifikasi
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Penerimaan Daerah di
Kabupaten Nganjuk dengan Nomor 4 1 5.43 / 22 / 4 1 1 .0 10 / 2O2 1.

Nomor O58/O92lDIR/HKB/ MOU

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini antara lain
pengelolaan kas daerah, pelayanan transaksi non tunai, optimalisasi
penerimaan daerah. Kesepahaman ini kemudian ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Ke{asama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk pada
Tahun 2Ol9 tentang Optimalisasi Penerimaan Daerah di Kabupaten

Nomor : 900 I to34 I 4tt.403t20t9

,t^-

Nganjuk dengan
Nomor : O58 I 767.a I NGJ/PN/PKS



yang isinya antara lain fasilitasi sistem host to last antara sistem yang
ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Bank
Jatim sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mulai
melaksanakan implementasi transaksi non tunai secara bertahap untuk
penerimaan pendapatan dan belanja daerah melalui Instnrksi Bupati
tentang Transaksi Non Tunai. Dalam penerimaan pembayaran
Pendapatal Asli Daerah (PAD), bendahara penerimaan sudah mulai
tidak menerima setoran secara tunai dan setoran dilaksanakan melalui
teller bank RKUD. Sedangkan untuk belanja daerah, pembayaran
kepada Aparatur Sipil Negara dan kepada pihak ketiga melalui
mekanisme non tunai dengan pemindahbukuan dari rekening
bendahara pengeluaran ke yang bersangkutan.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini sangat
mendukung elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. Sistem
aplikasi yang berbasis uteb dibutuhkan untuk mempercepat dan
mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Te{adinya pandemi
Covid- 19, pelayanan masyarakat secara online semakin dibutuhkan dan
dikembangkan. Pengembangan sistem pelayanan juga diikuti dengan
sistem pembayaran transaksi secara non tunai. Mulai Tahun 2018
pengelolaan kas daerah sudah mulai menerapkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2DI online yang menrpakan integrasi Sistem
Keuangan Daerah (SIMDA) dengan sistem pada Bank Jatim Cabang
Nganjuk untuk pencairan SP2D. Bendahara Pengeluaran Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) melaksanakan tralsaksi
pembayaran secara non tunai kepada pihak penerima sudah
menggunalan Intemet Banking.

Pengelolaan pendapatan daerah telah mulai menggunakan sistem
aplikasi terutama dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.
Pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah sudah mulai
dikembangkan pada Tahun 2019 melalui e-Tax Nganjuk yang bisa
diakses melalui u.tebsite: bapenda.nganjukkab.go.id. Pelayanan secara
elektronik yang melalui e-Tax Nganjuk antara lain pelayanan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Surat
Pemberitahuan Pajal Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB-
P2) dan pelayanan pajak lainnya.

Terhadap keanekaragaman tingkat sosial ekonomi masyarakat
perlu dikembangkan pula altematif-alternatif mekalisme pembayaran
sesuai dengal tingkat sosial ekonomi mereka. Untuk memberikan
kemudahan masyarakat dalam membayar kewajibannya kepada
daerah, mulai Tahun 2O2l ternpat pembayaran terutama pembayaran
pajak daerah tidak hanya di Bank Jatim sebagai pemegang RKUD
narnun bisa melalui Kantor Pos, Bank Mandiri dan Bank BNI yang bisa
dilakukan di seluruh Indonesia. Untuk pembayaran retribusi juga
sudah mulai dilakukan secara non tunai seperti retribusi uji kendaraan
dan retribusi pelayanan pasar.
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b. Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa
Timur pada koordinat 111" 5O'-l12' 13'Bujur Timur dan 7" 2O'-7" 50'
Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 128.897,146 Ha dengan
batas-batas wilayah administrasi:
. Sebelah utara: Kabupaten Bojonegoro.

. Sebelah selatan: Kabupaten Kediri dan T\rlungagu.ng.

. Sebelah timur: Kabupaten Jombang dan Kediri.

. Sebelah barat: Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

Secara geografis, wilayah tersebar ke dalam 3 wilayah dataran yaitu:
o 110.433,93 ha (85,68%) terletak di dataran rendah,
o 11.577,67 ha (8,98old di dataran sedang
r 6.885,55 ha (5,34%) merupakan dataran tinggi.

Wilayah tersebut tersebar dari selatan yaitu Gunung Wilis bagian utara,
hingga kaki gunung Kendeng bagran selatan. Wilayah Kecamatan di
kaki Gunung Wilis diantaranya Kecamatan Ngetos, Sawahan, Wilangan,
sebagian Kecamatan Loceret dan Pace. Sedangkan di bagian utara yaitu
di kaki Gunung Kendeng adalah Kecamatan Ngluyu. Geogralis berada
pada titik tengah persimpangan jdarr Provinsi Jawa Timur.
Keberadaannya menjadi penghubung antara Ibukota Provinsi,
Surabaya, dengan wilayah Jawa Timur bagian barat.

Hal ini menjadikan memiliki potensi sektor jasa dan perdagangan yang
besar sebagai daerah penghubung perdagangan. Selain itu, kondisi
geogralis yang luas dengan jenis wilayah yang beragam, maka jumlah
kecamatan juga cukup banyak dan variatif, sehingga membutuhkan
adanya pendekatan dalam pengembangan tata ruang.

Peta wilayah sebagai berikut:

Gambaran jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2O2O

berdasarkan data dari BPS Kabupaten Nganjuk, diperoleh data jumlah
penduduk sebanyak 1.103.902 jiwa. Dibandingkan Tahun 2Ol9 dengan
jumlah penduduk sebanyak 1.054.611 jiwa menqalami kenaikan sebanyak-4g.2gl jiwa atau naik 4,670/o. Jumlah penduduk terbanyak berada di
Kecamatan Tanjunganom yaitu sebany ak ll7.Ol4 jiwa. Jumlah penduduk
terkecil berada di Kecamatan Ngluyu yaitu sebanyak 1 1.46O jiwa.

Nry



Sebaran jumlah penduduk per Kecamatan sebagaimana tabel berikut:

NO. KECAMATAN
PENDUDUK MENURUT KECAMATAN

(JrwA)
2018 2019

1 Bagor 58.97s

2 Baron 49.609 49.723 54.068

.l Berbek 55. 101 55. r83 58.955

4 Gondang 51.008 51.049 55.026

5 Jatikalen 20.r24 20.180 20.289

6 Kertosono 53.314 53.342
lengkong 32.254 32.998

8 [,oceret 70.469 70.551 75.315

9 Nganjuk 68.889 69.155 69.011

10 Ngetos 34.888 34.929 37.574

11 Ngluyu 13.838 13.834 r4.160

t2 Ngronggot 79.006 79.374 83.O38

13 Pace 59.549 59.523 65.706

t4 42.t70 42.263 44.370

15 Prambon 71.330 7r.571 72.788

16 Rejoso 68.832 69.O57 71.347

l7 Sawahan 37.203 37.293 38.670

18 Sukomoro 44.t79 44.442 45.988

19 Tanjungaaom 1t3.757 tt4.220
20 Wilangan 27.472 27.499 30.222

Jumlah 1.051.900 1.054.611 1.103.902

Sumber: Data 2Ol8-2O20 dari Proyeksi Penduduk-Data Tahun 202O
dari SP2020

Sedangkan kepadatan penduduk di KabuPaten Nganjuk Tahun 2O20

telah mencap ar 9OL,64 jivtalkrr9. Kecamatan yang kepadatan penduduk
tertinggi adalah Kecamatan Nganjuk yang mencapai 3.O54 jiwa lkrn2.
Sedangkan kecamatan yar,g paling rendah kepadata-nnya adalah
Kecamatan Ngluyu yang hanya mencapai 164 jistalkm2.

2. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN FISKAL DAERAH

a Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk dihitung dari
perkembangan PDRB menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Nganjuk Tahun 2OL5-2O19 rata-rata adalah 5,29o/o-

Pertumbuhan sektoral paling tinggi adalah sektor konstruksi yaitu rata-
rata tumbuh 8,01% kemudian Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,82o/o per tahun,
kemudian sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan
rata-rata sebesar 7,44o/o per tahun. Sedangkan pertumbuhan yang

paling kecil adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu
rata-rata sebesar 2,O4o/o per tahun.

il"\

2020
59.161 61.181
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Pertumbuhan ekonomi Nganjuk Tahun 2Ol9 lebih tinggr
dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,O2o/o

dan sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur Tahun 2Ol9 yang mencapai 5,52o/o. Sedangkan untuk Tahun
2020, pertumbuhan ekonomi local, nasional maupun internasional
sangat dipengaruhi oleh pandemic Covid- 19 yang sangat mempengaruhi
perekonomian.

Berdasarkan proyeksi BPS, capaian pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Nganjuk Tahun 2O2O adaJah -1,7 Lo/o atau masih diatas
pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi Jawa Timur yang
terkontraksi sampai dengan diatas -2o/o. Situasi pandemi Covid-l9
mulai berpengamh signifikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Nganjuk salah satunya adanya 12 kebijakan Pembatasan Sosial
Berskala Besar pada kota-kota pusat pertumbuhan ekonomi nasional
seperti Surabaya, Jakarta, dll. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam
terjadi pada sektor jasa, akomodasi makan minum (-5,60/o), transportasi

l-4 ,8%ol , konstruksi (-4 ,4o/ol dan pertamban gan ( -4 ,9o/ol .

Pertumbuhan Ekonomi Nganjuk Tahun 2016-2020

2016
s.o3
s.6
5.t

2o17

a.o7
5,5

5.3

2014
5_17

55

zdta
5.02
55

20i20
-2.7
-2.19

-t.11

- 

x,lr. Nganjuk

Sumber: BPS Nganjuk

b. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perekonomian dan Iiskal
daerah.

Realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk
selama 5 (lima) Tahun teralhir mulai Tahun Anggaran 2017 sampai
Tahun Anggaran 2021 menunjukan kenaikan. Rata-rata per Tahun
mengalami kenaikan sebesar 5,650/o. Kenaikan terbesar dari
Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 8,2o/o rata-rata per Tahun.

ilh

Dari dana perimbangan/ transfer kenaikan rata-rata per Tahun
sebesar 8,18o/o, sedangkan dari tainlain pendapatan yang sah

cenderung mengalami penurunan rata-rata sebesar 3,39%. Ha1 ini
menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Nganjuk dari Tahun-Tahun
menunjukkan perkembangan yang positif.



Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk
sebagaimana tabel dan gralik berikut:

Itn r.!16 ILIiEt-en/Tr@da

Latu-kin md@@ @ s8h

Sedangkan untuk realisasi PAD selama TA2Ol7 sampai TA2O2l
rata-rata setiap Tahun mengalami peningkatan sebesar 9,O7Vo.
Kenaikan PAD terbesar berasal dari Pajak Daerah yang setiap Tahun
rata-rata meningkat sebesar 10,51olo kemudian l,ain-lain PAD
mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8,27o/o Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik rata-rata sebesar 2,7 5o/o dea
dari retribusi mengalami kenaikan sebesar 1,22o/o.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah, PAD sangat diharapkan
peningkatannya dan al<an menjadi indikator kemandirian daerah.
Perkembangan PAD Kabupaten Nganjuk mulai Tahun Anggaran 2Ol7
sampai TA 2O2I sebagaimana tabel berikut:
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T. ASESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH.

1. Jaringan Komunikasi (Internet).

a. Cakupan Jaringan.

Jaringan sudah menjangkau di 2O kecamatan dengan broadband
seluler 4G seluruh wilayah. Pada periode Tahun 2O2O sampai dengan
Tahun 2021 infrastruktur jaringan sudah menjangkau ke semua
perangkat daerah dengan beberapa peningkatan jenis konektivitasnya,
dengan rincian sebagai berikut:

NO. PERANGKAT DAERAH Konektivitas Intranet/
Internet PERANGKAT

DAERAH

Sebaran
Bandwith

2020 202L
2 J 4

1 Kec. Nganjuk FO FO 1O0 Mbps

c Kec. Patianrowo Radiolink Radiolink 30 Mbps

J Kec. Gondang Radiolink Radiolink 30 Mbps

4 Kec. Jatikalen Radiolink Ra.diolink 30 Mbps

5 Kec. Berbek YPN (Virhnl
Priuate
NetutorlQ

VPN (Wrtual
Priuate
Networl)

10 Mbps

6 Kec. kngkong Radiolink Radiolink

7 Kec. l,oceret Radiolink Radiolink

8 Kec. Baron Radiolink

9 Kec. Ngronggot Radiolink Radiolink 30 Mbps

10 Kec. Wilangan Radiolink Ra.diolink 30 Mbps

1l Kec. Bagor Radiolink 30 Mbps

t2 Kec. Pace Radiolink 30 Mbps

13 Kec. Sawahan Radiolink Radiolink 30 Mbps

14 Kec. Ngetos Radiolink Radiolink 30 Mbps

15 Radiolink Ro.diolink 30 Mbps

16 VPN VPN 10 Mbps

t7 Kec. Rejoso Radiolink Ro.diolink 30 Mbps

18 Radiolink Radiolink 30 Mbps

19 VPN VPN 10 Mbps

Kec. Kertosono VPN

2l Inspektorat Daerah Radiolink 30 Mbps

22 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Radiolink Rodiolink 30 Mbps

1

30 Mbps

30 Mbps

Ra.diolink 30 Mbps

Radiolink

Radiolink

Kec. Tanjunganom

Kec. Ngluyu

Kec. Prambon

Kec. Sukomoro

20 VPN 10 Mbps

Ro.diolink

ilt!



1 2 3

23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Radiolink FO 5 Mbps

24 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

FO FO 100 Mbps

25 Dinas Komunikasi dan Informatika FO FO 1OO Mbps
Dinas Kesehatan Radiolink FO 10O Mbps

27 Dinas Perhubungan Radiolink Ra.diolink 30 Mbps

Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan
Desa

Radiolink Radiolink 30 Mbps

29 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Radiolink FO 1OO Mbps

30 Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan
Usaha Mikro

Radiolink FO 1O0 Mbps

31 Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Radiolink 1O0 Mbps

32 Dinas Pariwisata Radiolink FO 1O0 Mbps

33 Sekretariat Daerah FO FO l0O Mbps

34 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

FO FO 10O Mbps

35 Badan Kepegawaian Daerah FO FO 100 Mbps

36 Dinas Perindustrian dan Perdagangan FO 100 Mbps
37 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindukan Anak
FO FO 100 Mbps

38 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

FO

39 Dinas Pertanian Radiolink Radiolink 30 Mbps

40 Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Radiolink Radiolink

4l Dinas Pendidikan FO 1OO Mbps
42 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil
FO 1OO Mbps

43 Sekretariat DPRD Radiolink Radiolink 30 Mbps
44 Dinas Lingkungan Hidup FO FO 100 Mbps
45 Kesatuan Bangsa dan Politik UTP FO 1O0 Mbps

46 Dinas Perumahan Ralryat, Kawasan
Permukiman dan Pertahanan

VPN lO Mbps

47 Satuan Polisi Pamong Praja VPN FO 10O Mbps
48 Badan Pendapatan Daearah FO FO 1OO Mbps

49 Rumah Sakit Daerah Kertosono Radiolink Radiolink 30 Mbps

50 Rumah Sakit Daerah Nganjuk FO 50 Mbps

Ringkasan Jenis
Konektivitas

2020 202t

FO (Fiber OptiQ l4 22
Radiolink 29 23

VPN (Virtual Priuate 6 5

UTP I o

4

26

28

FO

FO

FO 10O Mbps

30 Mbps

FO
FO

VPN

FO

Nefitor$

Ut



b. Kecepatan.

Banduidth yang tersedia pada pusat data Dinas Komunikasi dan
komnnikasi sebesar 1394 MBps (dediuted), dan sebagian terdistribusi
pada Perangkat Daerah tersebut di atas dengan mekanisme banduidth
sharing, jika banduidth yang disediakan ke Perangkat Daerah tidak
terpakai secara maksimal akan digunakan oleh Perangkat Daerah
lainnya atau pusat data untuk mencukupi kebutuhan.

c. Prouider.

2. INFRASTRUKTUR PERBANKAN.

a Bank pengelola RKUD

Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki satu bank pengelola
rekening kas umum daerah, yaitu PT Bank BPD Jatim. PI Bank BPD
Jatim merupakan bank umum yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah
daerah di wilayah Provinsi Jatim, dengan komposisi kepemilikan Saham
BPD Jatim Posisi 3l Januari 2O2L yakni Pemerintah Provinsi Jatim
sebesar 51,12o/o

b. Buku Bank pengelola RKUD.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim)
didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur
pada tanggal 17 Agustus 1961 dengan akta yang dibuat oleh Notaris
Anwar Mahajudin, Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961. Dengan adanya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank
Pembangunan Daerah, yang mengharuskan Bank Pembangu.nan
Daerah didirikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah, maka
Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur mengeluarkan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Atas dasar peraturan daerah tersebut,
nama PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur diubah menjadi
Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dalam Surat Keputusan No. Pem.lO/5126-18 tanggal 3l Januari 1977
dan diumumkaa dalam kmbaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
JawaTimurTahun 1977 Seri C No. I/c tanggal 1 Februari 1977.

Peraturan Daerah tersebut mengalami beberapa kali perubahan,
dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun
1996, tanggal 3O Desember 1996 yang disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-280 tanggal 2L Aprn 1997.
Dengan pengesahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1999 oleh DPRD
Propinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 1999, dan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan Surat Keputusan No. 584.35-317 tanggal 14 April 1999,
maka bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah
dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

p^

Kebutuhan bandwidth tntuk berjalannya sistem informasi menggunakan
dukungan 3 (tiga) penyedia jasa internet (ISP), yaitu:
1. P.T. Telekomunikasi Indonesia (sebagai bandwidth utama layanan

sistem informasi Bapenda) ;

2. Indosat (sebagai bandwidth cadangan); dan
3. Slryline (sebagai bandwidth utama).



Perubahal status bentuk hukum tersebut sesuai dengan akta
Nomor 1 tanegal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Sonny Hidayat
Julistyo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.8227.HT.O1.01.TH.99
tanggal 5 Mei 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 No. 42, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 3OO8/ 1999.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka
memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah
satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka
dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas
Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi,
S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian
Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-
22728.AH.Ol.O2.Tahun 2Ol2 tatggal 30 April 2O12, telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan
Terbatas dengan Nomor AHU-OO38O44.AH.O1.O9 Tahun 2Ot2 Tanggal
3O April 2Ol2 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29
Juni 2OL2 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan
berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Tbk.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka
memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah
satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka
dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroal Terbatas
Nomor 89 tanggal 25 April 2O12, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi,
S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian
Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-
2272A.AH.OI.02.Tahun 2OL2 tanggal 3O April 2012, telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan
Terbatas dengan Nomor AHU-OO38044.AH.01.O9 Tahun 2Ol2 Tanggal
3O April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam tanggal 29
Juni 2Ol2 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan
berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Tbk.

Bank mulai melakukan kegiatan operasional sesuai Surat
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-5 pada
tanggal 15 Agustus 1961. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS)

dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanegal 21 Agustus 20O7 sesuai
dengan surat Persetujuan Prinsip Pendirian UUS dari Bank Indonesia
No. 9/75/DS/Sb tanggal 4 April 20O7. Entitas induk terakhir dari Bank
adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Bank memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa
berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia (BI) No 23I28IKEP/DIR
tanggal 2 Agustus 199O. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank
tersebut, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan
usaha di bidang perbankan, termasuk perbankan berdasarkan prinsip
Syariah serta kegiatan perbankan lainnya yang laztm sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

illt



c Keberadaan Ca,sh Management Sgstem (CMS) dan produk layanan non
tunai yang dimiliki Bank Pengelola RKUD:
1) Bank Jatim SMS Banking adalah salah satu electronic charmel (e-

clwnnel), yang memungkinkan Bank memberikan layanan kepada
nasabahnya melalui mobile phone dengan menggunakan layanan
pesan singkat (slwrt messaging seruices/ SMS);

2l Bank Jatim Vrtual Acaunt merupakan nomor identifikasi khusus
yang diperuntukkan mitra bisnis nasabah sebagai alat transaksi
pembayaran mitra bisnis kepada nasabah. Dimana setiap setoran
terhadap Bank Jatim Virtual Account, sistem secara otomatis
membuku ke Rekening Utama dengan mencantumkan data Nomor
dan Nama Rekening Virtual;

3) e-Samsat Jatim Adalah layanan pengesahan STNK Tahunan dan
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta SWDKLLJ (Jasa
Raharja) melalui e-Channel Bank yaitu: ATM, Teller, PPOB, Mobil
Banking dan Internet Banking;

4l Bank Jatim SiPandai merupakan layanan keuangal tanpa kantor
dalam rangka keuangan inklusif yang disediakan oleh Bank Jatim
melalui Agen Laku Pandai yang telah ditunjuk oleh Bank Jatim
dalam memberikan layanan perbankan sebagai perwakilan Bank
Jatim;

5) Mobie banking Bank Jatim merupakan salah satu e-clnnnel yang
memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan
mengirimkan perintah melalui koneksi Paket Data. Layanan
transalsi perbankan yang dapat diakses kapanpun, dimanapun
dengan jangkauan luas. Mobile Banking Bank Jatim menyediakan
informasi lebih lengkap mengenai rekening serta produk
perbalkan Bank Jatim;

6) Bank Jatim Flazz adalah Kartu Prabayar multifungsi yang
menggunakan teknologi RFID sehingga transaksi menjadi lebih
cepat dan nyaman;

7) Pagment Point adalah transaksi pembayaran seperti: pembayaran
PLN, PDAM, Telkom, Telkomsel, Indosat, e-Tax (Pembayaran Pajat
Onlinel dan SPP Online, dan lainnya melalui seluruh unit ke{a
Bank BPD Jatim;

8) Cash Recgcling Machine (CRM) adalah mesin anjungan tunai
mandiri (ATM) yang dapat dipergunakan oleh nasabah Bank BPD
JATIM untuk melakukan penarikan rekening sendiri serta
penyetoran ke rekening sendiri atau ke rekening orang lain. Selain
penyetoran uang tunai, CRM juga berfungsi untuk melakukan
transfer, pembayaran, dan pembelian;

9) Mesin ATM Bank BPD JATIM adalah mesin anjungan tunai
mandiri (ATM) yang dipergunakan untuk melaksanakan transaksi
penarikan, pembayaran, transfer ke seluruh rekening Bank BPD
JATIM, rekening yang terhubung dengan jaringan ATM Bersama,
jaringan Prima, dan mesin CRM (Ca,sh Recycle Machinel yang
digunakan untuk melayani penyetoran dan penarikan uang tunai;

1O) Mobil Kas Keliling Bank BPD JATIM adalah layanan untuk
menjangkau nasabah hingga ke pelosok dan memberikan layanan
yang mudah, cepat, serta aman;

1l) QRIS (QR Code Indonesia Standard) Bank BPD JATIM adalah
layanan transaksi non tunai dalam bentuk QR standar dari Bank
Indonesia yang ada dalam menu Bank BPD JATIM Mobile. QRIS
Bank BPD JATIM dapat digu.nakan untuk sarana pembayaran dari
seluruh aplikasi pembayaran QR di Indonesia yang berlogo QRIS
GPN yang diterbitkan oleh perbankan /finteclt"
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l2l Cash Management Sgstem (CMS) : Layanan Internet Banking Bank
BPD JATIM untuk nasabah perusahaan atau instansi. CMS dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan belanja SKPD secara real time oleh
bendahara;

l3l Payroll Package adalah layanan pembayaran gaji dimana
pembayaran dilaksanakan secara pemindahbukuan dari rekening
pemberi g4ji ke rekening penerima gaji. Pagroll Pac/r'age dapat
dilayani di seluruh kantor cabang Bank BPD JATIM; dan

14) SP2D Online adalah Integrasi sistem keuangan Pemerintah Daerah
dengan sistem Bank yang memungkinkan pencairan SP2D secara
online antar-sistem.

d. Jumlah Infrastruktur Bank Pengelola RKUD di Wilayah Kerja
Pemerintah Daerah (ATM, EDC, dan lain-lain).

Perkembangan infrastruktur jaringan kantor Bank BPD Jawa Timur
Tahun 2O18 sampaiTahun 2021 sebagai berikut:

NO. JARINGAN 2018 2020 2021
Kantor Pusat 1 1 1 1

2 Kantor Cabang Konvensional 4t 47 41 41
J Kantor Cabang Syariah 7 7 7
4 Kantor Cabang Pembartu

Konvensional
160 r62 162 162

5 Kantor Cabang Pembantu
Syariah

l0 10 t0

6 Kantor Kas 209 209 2tt
7 Kantor Kas Syariah 0 0 2
8 Paument Point 203 249 247 244
9 Pagment Poin Syarialt 8 10 9 8
10 ATM 735 742 777 780
11 ATM Svariah 22 24 25
L2 CDM 2 2 o o
13 CRM o o 25 51
t4 CRM Svariah 0 0 2
15 Kas Mobil/Kas Mobil Atm 92 92 97
16 Kas Mobil Syariah 6 6 6 7
t7 Kantor Layanan Syariah 191 195 195

TOTAL 1684 t745 1807 1852

e Kerjasama yang Dimiliki Bank RKUD Dalam layanan Non T\rnai.

Bank BPD Jatim memiliki kerjasama MoU tentang pengembangan
digitalisasi di wilayah Jawa Timur bersama Bank Indonesia dan
Perwakilan Provinsi Jatim. Selain itu, BPD Jatim telah menyediakan
pembayaran secara non tunai pada pajak dan retribusi. Bank BPD
Jatim juga menggandeng dan bekerjasama dengan beberapa
perusahaan frnansial teknologi, marketplae, maupun perusahaan
lainnya agar frtur-Iitur pembayaran/ pembelian yang telah ada di Bank
Jatim (PBB, PDL, PDAM dan lainlain) dapat dilakukan pada channel
tersebut (Indomaret, Tokopedia, PT. POS Shopee, Dana dan iain-lain)

Dengan demikian, pembayaran pendapatan daerah dapat dilakukan
melatui aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga memungkinkan wajib pajak
dan wajib retribusi yang berdomisili di luar wilayah Jawa Timur
sekalipun tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus hadir
langsung ke kantor layanan Bank.

2019
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9
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Arah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendukung digitalisasi
daerah dan Pemulihan Ekonomi Daerah.

Dalam rangka digitalisasi daerah dan Pemulihan Ekonomi Daerah,
Pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat mendukung program digitalisasi
untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat yang cepat, tepat
dan mudah. Di samping itu dalam rangka pemulihan ekonomi
masyarakat sebagai akibat dari terjadinya pandemi covid-l9,
pemerintah Kabupaten melakukan refocusing anggaran untuk
pencegahan penyebaran covid-l9 dan untuk membantu ekonomi
masyarakat yang terdampak.

Untuk digitalisasi transaksi pemerintah daerah dan untuk
mengurangi beban masyarakat pemerintah Kabupaten Nganjuk telah
mengeluarkan kebijakan antara lain:
1) Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan karena adanya kenaikan NJOP Bumi dengan Keputusan
Bupati Nganjuk Nomor L88 I 34 I Kl 41 1.4O3 I 2O2l;

2) Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Nganjuk dan HUT Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Nganjuk
menetapkan kebijakan Penghapusan Sanksi administratif
pembayaran piutang PBB-P2 setiap bulan mulai tanggal 1 April
sampai dengan 31 Agustus untuk pajak terutang maksimal 2 Tahun
sebelum Tahun anggaran berkenaan;

3) Untuk pembayaran PBB-P2 pemerintah melakukan penundataan
tanggal jatuh tempo yang seharusnya tanggal 3O September 2O2l
ditunda menjadi tanggal 29 Oktober 2O21 sesuai Keputusan Bupati
Nganjuk Nomor 188 I 252 I Kl 4ll.4O3 I 2O2l; dan

4) Sedangkan untuk transaksi belanja daerah, sejak Tahun 2017
sudah melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap yang
dimulai dari pembayaran kepada ASN dan pihak ketiga dan sampai
Tahun 2021 semua belanja sebagaimana Instmksi Bupati Nganjuk
Nomor 731 Tahun 2O2l tentang Pelaksanaan Transaksi Non T\rnai.

b. Keberadaan Regulasi Pendukung ETP dan Egovemment.

a

3. LINGKUNGAN STRATEGIS.

Terkait elektronilikasi transaksi pemerintah daerah, Pemerintah
Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2019 telah berkomitmen untuk
meningkatkan mutu layanan publik dengan memanfaatkan dan
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Kelola TIK.
Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan KePutusan Bupati
Nomor I88/5O /K/4ll.2l4l2ol9 tentang Pemanfaatan TIK Berbasis
Elelrtronik Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menetapkan
pengelolaan PBB-P2, pajak BPHTB dan pajak lainnya menggunakan
sistem aplikasi berbasis web yang merupakan media informasi layanan
masyarakat dan bisa diakses oleh Wajib Pajak.

b



Dengan ketersedian sistem aplikasi pengelolaan pajak tersebut,
selanjutnya dikembangkan sistem pembayarannya agar masyarakat
bisa membayar pajak secara langsung masuk ke rekening Kas Umum
Daerah. Untuk pembayaran pajak ini, Pemerintah Kabupaten Nganjuk
telah memperluas channel-channel pembayaran dan menunjuk:

1) PT. Pos Indonesia sebagai tempat pembayaran PBB-P2 sesuai
dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188 I 342 / K/ 4t 7.4O3 / 2O2O;

2) PT Bank Mandiri Tbk KCP Nganjuk sebagai tempat rekening
penerimaan pajak sebagaimana Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188 I 2t I K I 4 I l.OL2 I 2o2t ; dan

3) PT Bank Negara Indonesia Tbk KCP Kediri sebagai tempat rekening
penerimaan pajak sebagaimana Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
t88 / e3 I Kl 4tt.Or2 I 2O2r.

Penunjukan ketiga BUMN ini dalam rangka optimalisasi penerimaan
pajak daerah dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban pembayaran pajaknya. Pembayaran pajak bisa dilakukan
kapanpun, di manapun dari seluruh Indonesia melaui kanal
pembayaran antara lain ATM, mobie banking, internet banking.

c Tingkat Literasi Non T\rnai dan Digital Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk sangat mendukung program
literasi digital Nasional "Indonesia Makin Cakap Digital" dimana
Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan kemudahan pelayanan
kepada masyarakat. Seperti aplikasi SEDUDO (Sistem Informasi
Terpadu Daerah Online) yang mulai diimplementasi Tahun 2021
merupakan aplikasi layanan Administrasi Pemerintahan terkait dengan
urusan Kependudukan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Aplikasi
E-Pajak, merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mendekatkan
pelayanan masyarakat desa/ kelurahan di Kabupaten Nganjuk
berkaitan dengan perpajakan.

Pada Pemerintahan Desa juga sudah dimulai dengan transaksi Non

Tunai untuk pembayaran transaksi keuangan desa, termasuk
pembayaran honorarium para pihak yang terlibat dalam Pemerintahan
Desa. Upaya ini sekaligus juga untuk mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang balk (Good Gouennne) menuju Kota Cerdas
(Slnart Citg).

4. KENDAI,A DAN PERMASALAHAN

Peta Permasalahan ETPD di Kabupaten Nganjuk merupalan hasil
identifftasi dan Analisa dari hambatan dan kendala pelaksanaannya baik
secara umum maupun dari setiap pedapatan. Peta permasalahan

dikelompokan berdasarkan jenis pendapatan maupun dari kanal
pembayaran sebagaimana tabel berikut:

h



Peta Permasalahan ETPD per Jenis Pendapatan

1

FAKTOR PERMASALAHANNO. JENIS

PENDAPATAN PEMDA BANK RKUD MASYARATTT-T INFRASTRUKTUR

TIK

Masyarakat
Wajib Pajak

masih lebih suka

dengan

transaksi di
teller karerra

mendapatkan

bukti bayar di
teller

b Masyarakat

belum
memalmmi

tatacara
menggunakan

instrumen
pembayaran

dlgltal
c Membayar

secara non

tunai, belum
menjadi budaya

masyarakat
d Masyarakat

masih belum

menjadikan

instrumen
pembayaran

digital sebagai

alat transaksi

e Masyarakat
enggan untuk
menggunakan

instrumen
pembayaran

digital dengan

alasan

keamanan

aPemanfaatan

kanal digital
seperti QRIS, e-

amm.erce datt

kanal digital
lainnya belum
maksimal

Belum

optimalnya
Sosialisasi di
masing
masing teller
ataupun di
agen bank
untuk
mengedukasi

masyarakat

untuk
memanfaatka

n QRIS

maupun zDbie

banking

Pajak Hotel

(PH)

U,,



FAKTOR PERMASAL,{HAN

BANK RKUD MASYARAI!.iT INFRASTRUKTUR
TIK

NO. JENIS
PENDAPATAN PEMDA

a Masyaralat Wajib
Pajak masih lebih
suka dengan
transaksi di ,eller
karena
mendapatkan bukti
bayar di teller

b Masyarakat belum
memahami tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran digital

c Membayar secara
non tunai, belum
menjadi budaya
masyarakat

d Masyarakat masih
belum menjadikan
instrumen
pembayaran digital
sebagai alat
transaksi

e Masyarakat enggan
untuk
menggunakan
instrumen
pembayaran digital
dengan alasan
keamanan

f Pengenaan biaya
0.7 o/o dari nilai
transaksi
pembayaran
menggunal<an

ORIS
a Masyarakat Wajib

Pajak masih lebih
suka dengan
transaksi
menggunakan uang
fisik

b Masyarakat belum
memahami tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran digital

Belum
op irnelaya

Sosialisasi di
masing masing
,eller ataupun di
agen bank untuk
mengedukasi
masyarakat
untuk
memanfaatkan
QRIS maupun
mobie bankiq

Belum
optimalnya
Sosialisasi untuk
pengguflaan

QRIS Dinamis
dan kanal
pembayaran
lainnya

Pemanfaatan
kanaf digitaj
seperti QRIS,
e-@trunerce
dan kana.l
digital lainnya
belum
maksimal

Pemanfaatan
kanal digital
seperti QRIS,
e-cofivnerce
dan kanal
digital lainnya
belum
maksimal

Pajak Restoran
(PR)

Pajak Hiburan
(PHR)

3
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FAKTOR PERMASALAHANNO. JENIS
PENDAPATAN PEMDA BANK RKUD MASYARAKAT INFRASTRUKTUR

TIK

Pajak Reklame
(PR)

Pemanfaatan
kanal digital
seperti QzuS, e-
amm.eldan
kanal digital
lainnya belum
maksimal

Belum
optimalnya
Sosialisasi
untuk
penggunaan

QRIS Dinamis
dan kanal
pembayaran
lainnya,

a Wajib Pajak
banyak yang
bukan nasabah
BanK RKUD,

b Masyarakat
belum memahami
tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran

dr$tal
c Membayar secara

non tunai, belum
menjadi budaya
masyarakat

d Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayamn
digital sebagai

alat transaksi
e Masyarakat

enggan untuk
menggunakan
instrumen
pembayaran

digital dengan
alasan keamanan

pr.

c Membayar secara
non tunai, belum
menjadi budaya
masyarakat

d Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayaran
digital sebagai
alat transaksi

e Masyarakat
enggan untuk
mengguna-kan
instrumen
pembayaral
digital dengan
alasan keamanal



5

FAKTOR PERMASAIAHANNO. JENIS
PENDAPATAN PEMDA BANK RKUD MASYARAKAT INFRASTRUKTUR

TIK

Jaringan
telekomunikasi
belum merata di
setiap wilayah

Masyarakat Wajib
Pajak masih lebih
suka dengan
transaksi di teller
karena
mendapatkan buli.ti
bayar di teller

a Masih banyak
masyarakat
yang tidak punya
tabungan
uang dan
menggunakan
fasilitas yang

disediakan oleh
bank.

Belum
optimalnya
Sqsialisasi
untuk
Penggunaan
QRIS Dinamis
dan kanal
pembayaran

Lainnya,

a Belum
optimalnya
Sosialisasi
untuk
penggunaan

QRIS
Dinam'is
dan kanal
pembayaran

lainnya
b 2 ATM

hanya di
tempa.tkan
di wilayah
yang
berpotensi
tinggi

Pemanfaatan
kanaf digitaf
seperti QRIS, e-

ammerced,an
kanal digital
lainnya belum
maksimal

Pemanfaatan
kanal digital
seperti QRIS, e-

ommeredart
kanal digitaf
lainnya belum
maksimal

Pemanfaatan
ksnaf digital
seperti QRIS, e-

amm.eredan
kanal digital
lainnya belum
maksimal

Pajak Minerba

BPHTB

6

7

ilu,

b Masyarakat Wajib
Pajak masih lebih
suka dengan
transaksi di teller
karena
mendapatkan
bulrti bayar di
teller

c Masih banyak
Masyarakat yang
belun memiliki
atau tidak bisa
menggunakan
mobie banking, e-

moneg

a Jaringrin internet
yang masih
belum tetjangkau
sehingga sulit
mengajak pemilik
rekening untuk
memalfaatkan
frtur yang ada

b Masyarakat Wajib
Pajak masih lebitt
suka dengan
transaksi di ,eller
karena
mendapatkan
bukti bayar di
teller

PBB



I

FAKTOR PERMASAI.AHANNO. JENIS
PENDAPATAN PEMDA BANK RKUD MASYARAKAT INFRASTRUIffUR

TIK

Pajak Parkir Pemanfaatan
kanaf digital
seperti QRIS, e-
@mner(EdaI]
kanal digital
lainnya belum
maksimal

Belum
optimalnya
Sosialisasi
untuk
Penggunaan
QRIS Dinamis
dan kanal
pembayaran
lainnya,

c Masyarakat
belum memehsrni

tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran

diBtal
d Membayar secara

non tunai, belum
menjadi budaya
masyarakat

e Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayaran

digital sebagai

alat transaksi
f Masyarakat

enggan untuk
menggunakan
instrumen
Pembayaran
digitaf dengan
alasan keamanan

a Masih banyal
Masyarakat yang
belum memiliki
atau tidak bisa
menggunakan
mobie banking, e-
fitorEg

b Masyarakat
belum memahami
tat,cara
menggunakan
instmmen
pembayaran
dtgttal

c Membayar secara
non tunai, belum
menjadi budaya
masyara-kat

d Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayaran
digitaf sebagai
Fl.t h€nsaksi

).h,



9

10

FAKTOR PERMASAI.AHAN
INFRASTRUKTUR

TIK
BANK RKUD lvl\SYARTqIGT

JEMS
PENDAPATAN PEMDA

NO.

Jaringan
telekomunikasi
belum merata di
setiap wilayah

Falrtor a.lam
(khusus di Nganjuk,
intensitas angin
yang tings
berpengaruh pada
penggunaan
konehivitas
uireless/ Radiotink"
menyebabkan titik
pointing bergexrl;
Falrtor teknis,
gangguan yang
te{adi pada ISP dan
keterbatasan suku
cadang peralatan
jaringan yanS
tersedia

Belum
optimalnya
Sosialisasi
untuk
penggunaan

QRIS Dinamis
dan kanal
pembayaran
lainnya
Bank RKUD
memiliki
keterbatasan
dalarn
penydiaan
kanal
pembayaran
dtgttal, QRIS,
penyediaan
mesin ATM,
EDC dll di
seluruh
wilayah

e Masyarakat
enggan untuk
menggunakan
instrumen
pembayaran
di$tat dengan
alasan keamanan

Masyarakat \llajib
Pajak masih lebih
suka dengan
transaksi di teller
karena
mendapatkan bukti
bayax di teller

a Masyarakat
belum memahami
tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran
drytal

c Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayaran
digital sebagai
elat trarsaksi

d Masyarakat
enggan untuk
menggunakan
instrumen
pembayaran
digital dengan
alasan keamanan

Pajak Air
Tanah

Retribusi
pelayanan
Kes€hatan

Pemanfaatan
kanal digitaf
seperti QRIS, e-

amm.ercr'dan
kanal digital
lainnya belum
maksimal

Pemanfaatan
kanaf digitaf
seperti QRIS, e-

ommeredan
kanal digital
lainnya belum
maksimal

u"

b Membayar secara
non tunai, belum
menjadi budaya
masyarakat



NO. JENIS
PENDAPATAN

FAKTOR PERMASAI,AHAN

PEMDA BANK RKUD MASYARA^/I-T INFRASTRUKTUR
TIK

11

t2

13

Retribusi
pelayanan
persampahan/
kebersihan

Retribusi
pelayanan
pasar

Pemanfaatan
kanaf digitaf
seperti QRIS, e-
ammetedan
kanaf digital
lainnya belum
maksimal

Pemanfaatan
kanal digital
seperti QRIS, e-
amm.eredan
kanal digital
lainnya belum
maksimal

Pemanfaatan
kanaf digital
scperti QRIS, e-

ammeredan
kanaf digital
lainnya belum
maksimal

Bank RKUD
memiliki
keterbatasarl
dalam
penyediaan
kand
pembayaran
digital, QRIS,
penyediaan
mesin ATM,
EDC dll di
scluruh wilayah

Bank RKUD
memiliki
keterbatasan
dalam
penyediaafl
kanal
pembayaran
digit€l, QRIS,
penyediaan
mesin ATM,
EDC dU di
seluruh wilayah

Bank RKUD
66miliki
keterbatasan
dalam
penyediaan
kanal
pembayaran
dgtal, QRIS,
penyediaan
mesin ATM,
EDC dr di
seluruh wilayah

Masyarakat belum
memahami tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran digital

Masyarakat belum
mcrnahami tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran digital

a Masyaiakat
belum memahami
tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran
digital

b Membayar secara

non tunai, belum
menjadi budaya
masyarakat

c Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayaran

digitaf sebaAai

dat transalsi

Jaringan
telekomunikasi
bclum merata di
e6tian wilayah

Falrtor alam
(khusus di Nganjuk,
intensitas angin
yans tinsg
berpengaruh pada
p€nSgunaan

konelctivitas

uireless/ Radiotinlg

menyebabkan titik
point q bergesfil|
Faktor tekrris,
gen8guan yang
terjadi pa.da ISP dan
keterbatasan suku
cadang peralatan
jaringan yang
tersedia

u

Retrubusi
Pelayanan
parker di tepi
jalam



NO.

PEMDA BANK RKUD MASYARAKAT INFRASTRUKTUR
TIK

d Masyarakat
enggan untuk
menggunakan
instrumen
pembayaran
digital dengan
alasan keamanan

14

15

Retribusi
pengujian
kendaraan
bermotor

Retribusi
pemakaian
kekayaan
daerah

Pemanfaatan
kanal digitaf
seperti QRIS, e-
ammeredatt
kanal digital
l,ainnya belum
maksimal

Pemanfaatan
kanal digital
seperti QRIS, e-
commerce. dan
kanal digital
lainnya belum
maksimal

Bank RKUD
memiliki
keterbatasan
dalam
penyediaan
kanal
pembayaran
digitaf , QRIS,
penyediaan
mesin ATM,
EDC dU di
seluruh wilayah

Bank RKUD
memiliki
keterbatasan
dalarn
penyediaan
ksnal
pembayaran
digital, QRIS,
penyediaan
mesin ATM,
EDC dU di
seluruh wilayah

a Masyaralat Wajib
Pajak masih lebih
suka dengan
transaksi di feller
karena
mendapatkan
bukti bayar di
teller

b Masyarakat
belum memahami
tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran
digital

c Membayar secara
non tunai, belum
menjadi buda5,a
masyarakat

d Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayaran
aigital sebagai
alat transaksi

e Masyaralat
enggan untuk
menggunakan
instrumen
pembayaran
digital dengan
alasan keamanan

a Masyarakat
belum memahami
tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran
digit€l

il^"

JENIS
PENDAPATAN

FAKTOR PERMASAI,AHAN



NO. JENIS
PENDAPATAN

FAKTOR PERMASALAHAN

PEMDA BANK RKUD MASYARAXAT INFRASTRUKTUR

TIK

t6 Retribusi
terminal

Pemadaatan
kanal digital
seperti QRIS, e-

cammev@da,l
kanaf digitaf
lainnya belum
maksimal

Bank RKUD
memiliki
keterbatasan
dalam
penyediaan

kanal
pembayaran

digital, QRIS,
penyediaan

mesin ATM,
EDC dll di
seluruh wilayah

b Membayar secara
non tunai, belum
menjadi budaya
masyarakat

c Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayaran

digital sebagai

alat transaksi
d Masyarakat

enggan untuk
menggunakan
instrumen
pembayaran

digital dengan
alasan
ke^rnFnan

a Masyarakat
belum
memahami
tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran

dlgltal

b Membayar s€cara
non tunai, belum
menjadi budaya
masyarakat

c Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayaran

digital sebagai

al,at transaksi
d Masyarakat

enggan untuk
menggunakan
instrumen
pembayaran

digital dengan
alasan
keamanan

[^,



NO. JENIS
PENDAPATAN

FAKTOR PERMASAI,AHAN

PEMDA BANK RKUD MASYARAKAT INFRASTRUKTUR
TIK

17

18

Retribusi
tempat parkir
khusus

Retribusi
rumah potong
hewan

Pemanfaatan
kanal digital
seperti QRIS, e-
comm.erce da.rr

kanal digital
Lainnya belum
maksimal

Bank RKUD
memiliki
keterbatasan
dalam
penyediaan
kana.l
pembayaran
dgtat, QRIS,
penyediaan
mesin ATM,
EDC dll di
seluruh wilayah

Pemanfaatan
kanal digital
seperti QRIS, e-

amm.ercedan
karal digital
lainnya belum
maksimal

Bank RKUD
memiliki
keterbatasan
dalam
penyediaan
kanal
pembayaran
digitaf, QRIS,
penyediaan
mesin ATM,
EDC dll di
seluruh
wilayah

a Masyarakat
belum
memahami
tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran
digitat

b Membayar secara
non tunai, belum
menjadi budaya
masyarakat

c Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayaran
digital sebagai
alat transaksi

d Masyarakat
enggan untuk
menggunakan
instrumen
pembayaran

digitaf dengan
alasan
keamanan

a Masyarakat
belum
memaharni
tatacara
menggunakan
instrumen
pembayaran
digital

b Membayar secara
non tunai, belum
menjadi budaya
rnasyarakat

c Masyarakat
masih belum
menjadikan
instrumen
pembayaran
dieital sebagai
alat transaksi

U^



NO. JENIS

PENDAPATAN

FAKTOR PERMASALAHAN

PEMDA BANK RKUD MASYARAKAT INF'RASTRUKTUR

TIK

19 Retribusi

tempat

rekreasi &

olah raga

Pemanfaatan

kanal digitaf

seperti QRIS, e-

amm.erredan
kanaf digit€I

lainnya belum

maksimal

Bank RKUD

memiliki

keterbatasan

dalarn

penyediaan

kanal
pembayaran

disital, QRIS,
penydiaan
mesin ATM,

EDC dll di
seluruh

wilayah

d Masyarakat

enggan untuk
menggunakan

instrumen
pembayaran

digital dengan

alasan

keamanan

a Masyarakat

belum

memahami

tatacara

menggunakan

instrumen
pembayaran

digital

b Membayar secara

non tunai, belum

menjadi budaya

masyarakat

c Masyaralat
masih belum

menjadikan
instrumen
pembayaran

digital sebagai

al^t tmnsaksi
d Masyarakat

enggan untuk
menggunakan
instrumen
pembayaran

digital dengan

alasan

keamanan

Jaringan

telekomunikasi

belum merata di
sefiaF wilayah

Faktor alam (khusus

di Nganjuk,

intensitas angin
yanC tinCg
berpengaruh pada

penggunaan

konektivitas

uireless/ Radiotinlc,

menyebabkal titik
pointirtg bergesrurl1'

Faktor teknis,
gangguan yang

tedadi pada ISP dan

keterbatasan suku
cadang peralatan
jaringan yang

tercedia
Belum
menggunakan

sistem aplikasi yang

terintegrasi dalam

p€mungutannya

p^,



NO. JENIS

PENDAPATAN

FAKTOR PERMASALAHAN

PEMDA BANK RKUD MASYARAKAT INFRASTRUTCIUR

TIK

20 Retribusi
IMB/PBG

Pemanfaatan

kanal digital
seperti QRIS, e-

ammercedan
kanal digital
lainnya belum
maksimal

Masih banyak
masyarakat
pemohon

IMB/PBG
(Persetujuan

Bangunan
Hung) yang

belum memiliki
atau tidak bisa

menggunakan

mobie banking.

a Masyarakat

belum

memahami

tatacara
menggunakal
instrumen
pembayaran

digttal

b Membayar secara

non tunai, belum
menjadi budaya

masyarakat

c Masyarakat
masih belum

meqjadikan
instrumen
pembayaran

digital sebagai

alat tramsaksi

d Masyaralat
enggan untuk
menggunalan
instrumen
pembayaran

digital dengan

alasan

keamanan

I^-



M. RENCANA KERJA PERLUASAN WP 2O2I-2O25

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada faktor
pemerintah daerah, bank RKUD, masyarakat maupun dari insfrastruktur,
penyelesaian yang sudah dan perlu dilakukan pada Tahun 2021-2022
sebagaimana tabel berikut:

Peta Penyele saian Permasalahan

Peta Permasalahan Kanal Pem

FAKTOR PEMERINTAH DAERAH
1 Mengembangkan sisten aplikasi penerimaan daerah l.ang mendukung penggunaan kanal pembayamn

digital
2 Mengembangkan kerjasarn dengan bank RKUD untuh penyediaan kanal pembayaran, membantu

penyediaan instrumen pembayaran pernbayaran melalui kaaal pembayaran termasuk e-ammeroe dan
frirtech

3 Melakukan sosialisasi kepada masryarakat terkait ETPD

4 Mengembangfun siatem keuangan yang terintegrasi dengan RKUD

5 MeLakukan edukesi kepada masyarakat untuk merub€h budaya &n perilaku tunai meDjadi non tunai

FAKTOR BANK RKUD

1 Melakukan sosialisasi secara terus menerus serta Eengedukasi secara trangsung maupun tidak langsung
tentang tata cara penggunaan kanal digital seperti QRIS dan Mobile Bo*ing (Media sosial, Website)

2 Mendukung dalam penyediaan insfuastrul,firr pembayaran pajak dan retribusi secara digital

1 Merubah budaya transaksi tunai menjadi non tunai
2 Meningkatkan sosialisasi untuk menggunakan kanal pembayaran digital

3 Memp€rcepat literasi digital kepada masyarakat luas untuk mendorong peningkatan trarsaksi keuangan
secara digital

FAKTOR INSFRASTRUKTUR

Perluasan Jangkauan Intemet dan Penyediaan jaringan free uifi wda ares publik dan peLa]ranan pubtik

Penambaha-n k]uota bandwidth untuk mendukung digitalisasi daerah

Meningkatkan kehandalan dan stabilitas akses, dengan cara memutakhirkan jenis konektivitas
menggunakan media fiber optbke srumua perangkat daerah dengan memperhatikan skala prioritas dan
urgensinya dan penyediaan suku cadangnya
Metaksanalcan upaya peningkatan kapasitas SDM flK pada setiap perangkat daerah, terutaEa perangkat
daerah yang memilik layanan berbasis TIK

INFRASTRUKTUR

TIK
BANK RKUD MASYARA(AT

NO JEMS KANAL
PEMDA

Jaringan
telekmuniliasi
belum mcrata di
sctisp wiLyah

BclltE serorra

peogelolam

retribrli ditulnug
dcoau TIK

a) MaWaraLat befum

banysk yang

EeEaDfaatlan

QRIS sebagEi

Sarana

p€obayara[
b) Mas:h rDrrryu.Lai

mrfibas,a uang

tuaai

c) Bclum atau tidat
memiliki ,rob e

tunking

d) frc€|trgaoan
rlcmbayd secat'ar

digital kE€da
onai ntpiah
tElalu kecil

2 Tidak dapabya
m€tterapkarl

p€mbrva.e paltk
secara QRIS,

kaena tcrd4at
biaYa mqksimel

p<obaysra! yeitu
sebsar
Rps.oo0.OOO

3 P€mbayaran

deogao metode

QRIS saat ini
bcfuit
tueogakmodit
aorninal s

4 Pertge0aan biaJra

0.7!/o dari nilai
taansaksi
peebayaraa

B€oggunakaa

ORIS

1 Tirgkat literasi

keuangan digital

masyarakat di
daera.h aasih
ft'Ddah

QRIS

b B€lum ada

sosirlisasi d6n

pctxyuluhan terkait
peabayaraa Eelalui

QRIS

Masih benyak
retribusi da€rah
yaag pot@siDya

iend6h

flelum rnel,akukan

kedasfr, dengan

bar* RKUD terkait
pembayara! Belalui

QRIS

aI

l,t^"

FAKTOR MASYARAKAT

I
2

3

4

FAKTOR PERMASAIIIIAN



FAKTOR PERMASAI,AHAN

PEMDA BANK RKUD MASYARAKAT INFRASTRI]KTI,R
TIK

e) Masya'akat belum
Eerlahand tata
c{a
mcnggu!8taa!
ilstrumeo
pembaya.e
dicital

2 ATM

b Sosialisasi dan
penyufuhan bdum
oaksimal
dileksenaken
terkait pembayarafi
melslui ATM

IGt€rsediaan ATll[
terbatEs dsn
hanya di
t€dpatkqrl di
wilayah yeg
bef,pote n tinggi

4 Masyaraf<at -.er'
setrang Eertrbalrar
pqiak b pculga$
yaDg datEg

b) Masih baryak
masy{akat Jraig
tidak memliki
tabungaD datr
tidak Br{aihil
ATM

c) Masyarakat
enqgan daleg ke
ATM kd€da lebih
memilih datrng
lang$ng ke Teller
unhrk
raendapatkai
bufd p€dbay{afl
deDgan st@pel
b@k

3

4

5

Mobile Banking

SMS-aa4rctn9

Eledronic Data
Captured (EDCI

EanflLer(P

Sosialisasi dsn
penyufunan behrB
maksimal
dilaksaDakan
t€rkait pe@bayarsn
tudahri Modle
BtDtkirtg

FembangunaD
sistem iDforEasi
pengelolaan pdak
danretibusi da€rah
tidak diarahkan ke
SMS Banking

KerjAsara BsI*
RKUD beu deaAaE
Tokopedia, sehingga
masn:h balyak
ecornmerce lain
yang potensial
beluE dilalqrkan
kerjasaEa

1 Tirlgkat literasi
aquargarr digital
lrasjroakat di
da€rah terpedcil
yanA mgsih
reodah

2 Banyak wajib
pqiak/retir:busi
yang tidak
meEih].i tabungarl
di bank Jatim

Sosialisasi SMS
bankitrg tidak
seintensif kanal
perllbayafan
traioaya

a) Masyad.^akat beluo
seluiu-blya
mediliki Mohle
tu*ing

b) Banyak
mgs)'erakat Jrmg
tidak bha/titsk
lllau
E€Dggunakarl
Mobile tu *ing
galaupua
m€r[iliki
simp@arl di BaDk
JatiE dengar
absan Leealan

- Masyaral@t sudah
mulai
aeoirggalkon
sartura
k@unilasi leird
SMS, karcrla
cerldenlllg E'h'r
biayanya

B€lum terbiqsa
&eEanfaatkan
ecorutrrerc€ untuk
melakuksn
tlarsaksi
lfrususoya
transaksi pqiak
datr ,etribusi

JarinAEIr
telekomuEikasi
bdunf, merata di
setiap wilayah

Dalam rangka pelaksanaan ETPD di Kabupaten Nganjuk, dengan melihat
peta pernasalahan baik permasalahan per jenis pendapatan maupun per
kanal pembayaran, rencana perluasan ETPD Tahun 2O2I-2O25 dilaksanakan
secara bertahap. Diharapkan di Tahun 2025 semua pajak bisa dibayar secara
digital dan sebagi6l besar retribusi bisa dilaksanakan secara digital.
Sedangkan untuk belanja daerah khususnya belanja operasi dan belanja
modal mulai Tahun 2021 sudah dilakukan pembayaran secara non tunai.

Rencana digitalisasi penerimaan dan belanja daerah Tahun 2O21 sampai
Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

ilr.

NO JEMS KANAL

a PeaerimaaD da6ah
terutama reE:ibusi
befum bisa diaks€s
lndalui ATM

6

Ket€rsediaan
Desin EDC yang
teJbetas
Bek RLUD belum
Eelaksanakan
kerjasama dan
b€luE [relakukafl
iotegasi sistcd
keuangar detrBan



( (
Tabel Target ETPD

NO JENIS PENDAPATAN DAN
BEIANJA DAERAH

WII,AYAH PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

TARGET ETPD PENANGGUNG
JAWAB2021 2022 2023 2024 2025

SEMI
DIGIIAL

DIGITAL SEMI
DIGITAL

DIGTTAI- SEMI
DIGITAL

DICITAL SEMI
DIGITAL

DIGITAL SEMI
DIGITAL

DIGITAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to l1 t2 13 L4

Pendapatan 66o/o 790/o 95o/o

I Paiak Hotet (PH) 15 hotet 7 50/o 25o/o 500/0 tuo/o 250/0 75o/o Oo/o tooo/o Oo/o lOOo/o BADAN PENDAPATAN DAERAH

2 Restoran dengart oEset 300

iuta ruDiah ke atas

7 5o/o 250/" 500/0 500/d 25Yto 7 50/o too/o 900k oo/o lOOo/o BADAN PENDAPATAN DAERAH

3 Paiak Hiburan (PHR) Seluruh telopat hiburan 25o/o 7svo SOvo 50vo 250/o 7 50/o Oo/o \oe/o Oo/o lOOo/o BADAN PENDAPATAN DAERAH

4 Seluruh pe[yclenggara

rekleme

25o/o 750/o 4Oo/o 600/o 25o/o 7 5/o Oo/o 1Otr/o oo/o lOOo/o BADAN PENDAPATAN DAERA}I

5 Paiak Minerba Selu'uh penaEbang 9ovo roo/o 750/o 25o/o 500/o 500/0 250h oo/o tooo/o BADAN PENDAPATAN DAERAH

6 PBB S€luruh I(ecamatan 9Oo/o too/" 75o/o 25o/o 5oo/o 50vo 250/o Tsvo 100/o 900/o BADAN PENDAPATAN DAERA}I

7 BPHTB Seluluh Waiib Paiak 7 5o/o 250/o 500/o 5Oo/o 250/o 7 50/o oo/o lo0% oo/o tooo/o BADAN PENDAPATAN DAERAH

8 Pajak Parkir Ter,lpat p6kir roda 2 datt

roda 4

9Oo/o too/o 750/o 25o/o 500/0 250/o 7 59b oo/o IOO/o BADAN PEND,{PATAN DAERA}I

9 Paiak Air Tanah Selumh wP 900/0 lOo/o 7 50/o 25o/o 50% 500/0 250/0 7 5o/" too/o 900/0 BADAN PENDAPATAN DAERAH

10 Retribusi pelayanan

kesehatan

75o/o 250/" 500/0 5Oo/o oo/o lOOo/o ovo loo% oo/o lOOo/o DINAS KESEHATAN

11 Retiibusi pel4yanan

pef, sarriDaha! / kebsBihan

Seluruh Kecamatan lOOo/o lOo/o aoo/o 200/o 7Oo/o 3Oo/o 500/" 50vo O"/o toovo DINAS UNGKUNGAN HIDUP

t2 Retribusi parkir di tepi jalan

umum

900/" 250/o 50vo 250/o 7 50/o oo/o 1000/0 Oo/o DINAS PERHIJBUNGAN

l3 Retribusi pelayanan pasar Pedagang Pasar Tradisional 9Oo/o lOo/o 200/o 8Oo/o 3OYo 700/o 4oo/o 600/" 500/0 500/o DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

I4 Retribusi pengujian

kendaraarl b€rmotor

Seluruh wajib Retribusi 250/o 7s%o Oo/o l0Oo/o Oo/o tooo/" oo/o lOOo/o DINAS PERHUBUNGAN

15 Rctribusi pera€kaian

ke.kayaan daetah

oo/o 100% Oo/o lOOo/o lOOo/o Oo/o I OOo/" oo/o lO0o/o BADAN PENGEI,OI,AAN

KEUANGAN DAN ASTT DAERAII

16 Retribusi terminal 9Oo/o lOo/o 7 5o/o 250/o 5Oo/o 5Oo/o 25Vo 7 50/" oo/" 100% DINAS PERHUBUNGAN

l7 Rekibusi teBpat psrkir

khusua

900/" lOo/o 200/o 7svo 250/o 500/0 500/o oo/" l0oo/o DINAS PERHUBUNGAN

th.

Pajak Restolan (PR)

Pajak Reklarre (PR)

5Oo/o

Seluruh PuskesEras

50% toovo

od/o lOtr/o

Oo/o

aovo
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NO JEMS PENDAPATAN DAN

BEL,ANJA DAERAH

WIT.AYAH PEMUNGUTAN

PAJAK DAN RETRIBUSI

TARGE"T ETPD PENANC,GUNG

JAWAB2022 2023 2024 2025

SEMI

DIGITAL

DIGITAL SEMI

DIGITAL

DIGITAL SEMI

DIGITAL

DIGITAL SEMI

DIGITAL

SEMI

DIGITAL

DIGITAL

I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 t1 12 l3 t4

18 Retribusi teEpat relceasi

dan ol,ah raga

IOO/o Oo/o 25vo 75o/o 5Oo/o 250/o 7s%o oo/o lOOo/o DINAS KEPEMUDAAN,

OIAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN

PARIWIS.{TA

l9 Retribusi IMB/PtsG 7sYo 250/" 500/0 500/0 400/o 60"/o 250/o 750h oo/o tooo/o DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PEIAYANAN TERPADU

SATU PIMU/DINAS

PERUMAHAN RAKYAT,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANA}IAN

Belanja

I Belanja Opcrasi 75o/o 250/o 500/0 500/" 3svo 650/o 200/0 aoo/o oo/o lOOo/o BADAN PENGEI,OI.AAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2 Belanja Modal 750/o 250/o 5Oo/o 50% 35o/o 200/0 aooh oo/o lOOo/o BADAN PENGETOI.AAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3 Betanja transfer 7 5o/o 25o/o 5Oo/o 50vo 35/o 650/o 2Oo/o 80% Ovo lOOo/o BADAN PENGELOUIAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

4 71Vo 25o/o 50vo 5oo/o 350/" 650/o 200/0 aOYo oo/o BADAN PENGEIOI.AAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

AI^U-

2021

DIGITAL

500/0

650/o

Belanja Tak terduga 100%



Dengan kerjasama ini pembayaran pajak daerah sudah bisa dilaksanakan
melalui kanal pembayaran digital seperti ATM, Mobile Banking, Internet
Banking maupun melalui Pospag. Selain itu pada Tahun 2021, pemerintah
daerah bersama Bank RKUD telah merencanakan menggunakan pembayaran
melalui marketplace seperti Tokopedia. Pelaksanaan pembayaran digita-l
tersebut akan dilanjutkan dan dikembangkan diTahun 2022.

Dengan telah terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi
Daerah diharapkan bisa mempercepat pelaksanaan ETPD di Kabupaten
Nganjuk. Sedangkan dari sisi belanja daerah, pelaksanaan SP2D online yang
sempat berhenti di Tahun 2O2l ka;"ena adanya perubahan sistem pengelolaan
keuangan daerah, diharapkan di Tahun 2022 dapat dilanjutkan kembali.
Berdasarkan target ETPD tersebut maka disusun Rencana Keq'a Tahun 2O21-
2022 dan Rencana Ke{a Tahun 2023-2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Rencana kerjaTahun 2O2l-2O22

Rencana Keda Tahun 2O2l-2O22 disusun berdasarkan atas peta
penyelesaian permasalahan, diutamakan untuk:
a. Meningkatkan pemahaman terkait ETPD
b. Meningkatkan literasi digital dan non tunai masyarakat
c. Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE)

Adapun rencana ke{a ETPD Tahun 2O2l-2O22 sebagaimana tabel berikut:

Rencana Kerja Tahun 2O2L-2O22

NO. URAIAN KEGTATAN TAHAPAN/AKTIFITAS INSTANSI
2021 2022

1 2 J 4 5

1 Pelaksanaan

Transa-ksi non tunai
untuk pembayaran

gaji belanja pegawai

dan pembayaran

pengadaan belanja

barang -iasa

Instruksi pelaksanaan

transaksi non tunai
25o/o digital 50% digital Seluruh

Perangkat

Daerah

2 Penggunaan QRIS

untuk transaksi pada
pasar tradisional

Launching e-retribusi
pasar untuk
pembayaran

menggunakan QRIS

10% digital 2oo/o dtgtal Dinas
Perindustrian
dan
perdagangan

Perluasan jangkauan

internet
Meningkatkan
kehandalan
stabilitas akses,

dan

20 Kecamatan Dinas

Komunikasi
dan Informasi

t\

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam rangka perluasan ETPD perlu
saling kerjasama, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, bank
RKUD dan masyarakat dengan didukung dengan ketersedian insfrastruktur
yang memadai. Pembayaran pajak daerah di Kabupaten Nganjuk, mulai Tahun
2O2l telah beke{asarna dengan bank di luar RKUD sebagai tempat
pembayaran pajak daerah antara lain dengan Bank Mandiri Tbk, PT. Pos
Indonesia Tbk dan Bank BNI Tbk.

TARGBI



NO. URAIAN KEGTATAN TAHAPAN/AKTIFITAS
TARGET

INSTANSI
2021 2022

4 Sosialisasi

pembayaran dengan

menggunakan kanal

digital bagi

masyarakat yang telah

mempunyai tabungan

Sosialisasi melalui media

sosial, media elehronik,
banner, spanduk

25% digital 50% digital Bapenda,

Perangkat

Daerah

Penghasil dan
Bank Jatim

5 Pembangunan aplikasi
e-setoran

Aplikasi yang terintegrasi

dengan Bank Jatim dan

OPD Penghasil di bawah

koordinasi Bapenda

14 OPD

Penghasil

Bapenda

6 Sosialisasi kepada

masyarakat untuk
mengoptimalkan
penggunaan

handphone

Sosialisasi melalui media

sosial, media elektronik,

banner, spanduk

50% digitaf Bapenda dan
Perangkat

Daerah

Penghasil

Sosialisasi kepada

masyarakat untuk
pembayaran pajak

secara elektronifikasi

Sosialisasi aplikasi
pengelolaan pendapatan

e-SPTPD, e-SPPT dan e-

BPHTB melalui media

sosial, media elektronik,

spanduk, baliho

3 aplikasi Bapenda

8 Kerjasama dengan

bank Jatim untuk
pembayaran pajak

melalui e-ammerce
(tokopedia)

Sosialisasi melalui media

sosial, media elektronik,

banner, spanduk, baliho

1 PKS 2oo/o

pembayaran

melalui e-

cofranef@

Bapenda dan
Bank Jatim

9 Melakukan integrasi

sistem dengan
perbankan (host to

hos4

100% Bapenda Dan

Bank Jatim

10 Sosialisasi

pemanfaatan Kanal

Digital untuk
pembayaran Retribusi

Daerah

Sosialisasi melalui media

sosial, media elektronik,

banner, spandut

25Y" disttal 50o/. dieital Bapenda dan

Perangkat

Daerah

Penghasil

11 Pembayaran Retribusi

Pengujian Kendaraan

Bermotor dengan QRIS

Mengarahkan
masyarakat untuk
melakukan pembayaran

Uii ICR densan QRIS

r0O% digital Dinas
Perhubungan

7

h

25o/o di$tal

Membangun aplikasi

yang akan terintegrasi

dengan sistem Bank

Jatim



2. Rencana keg'a Tahun 2023-2025

Rencana kerja perluasan dan percepatan daerah Tahun 2023-2025
adalah kelanjutan dari rencana kerja Tahun 2O2l-2O22. Diharapkan dalam
Tahun 2023-2025 digitalisasi dan elektronifikasi di Kabupaten Nganjuk
mengalami peningkatan. Adapun rencana ke{a Tahun 2023-2025
sebagaimana tabel berikut:

Rencana Kerja Tahun 2023-2025

Rencana keda Tahun 2023-2025 ini apabila dalam pelaksanaannya
ada perkembangan yang mengharuskan unhrk dilakukan perubahan,
maka akan dievaluasi dan disesuaikan.

Sedangkan untuk jadwal aktivitas (timelire) rencana ke{a Tahun
2O2l-2O22 sebagaimana tabel berikut:

NO. URAIAN KEGIATAN INSTANSI

2023
1 Sosialisasi

pemanfaatan Kanal
Digital untuk
pembayaran Pajak
Daerah

Sosialisasi melalui
media sosial, media
elelrtronik, banner,
spanduk

65o/"

digital
85o/o

dlgltal
95o/o

drgttaf
Bapenda

2 Sosialisasi melalui
media sosial, media
elektronik, banner,
spanduk

6OYo

digital
7Oo/o

digital
85o/o

digital

J Pembuatan Sistem
Aplikasi Terpadu
untuk Retribusi
Daerah

Pembuatan satu
Aplikasi terintegrasi
yang
menggabungkan
semua Retribusi

I
aplikasi

Bapenda

4 Pembayaran Retribusi
Pengujian Kendaraan
Bermotor dengan

QRIS

Mengarahkan
masyarakat untuk
melakukan
pembayaran Uji KIR
denean QRIS

50%
digital

7 5"/o

digital
lOOo/o

digital
Dinas
Perhubungan

Pembayaran Retribusi
Pelayanan Kesehatan
dengan QRIS

Mengarahkan
masyarakat yang
datang ke Puskesmas
maupun RSUD
untuk melakukan
pembayaran dengan

QRIS

5Oo/o

digtal
7sYo

d1gltal
Dinas
Kesehatan,
Rumah Sakit
Nganjuk, dan
Rumah Sakit
Daerah
Kertosono

14

TAHAPAN / AKTIFITAS TARGET

2024 2025

Sosialisasi
pemanfaatan Kanal
Digital untuk
pembayaran Retribusi
Daerah

Seluruh
Perangkat
Daerah

5 25"/o

digitaf
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Tabel Ttmeline Rencana Kerja Tahun 2O2l-2O22

2021 2022

9 I 2 3 5 6 7 9 to 1t t2
INSTANSI

RENCANA
PENOEMETANGAN

KEGIATAN I 3 6 7 a l0 ll
KETERANGANNO

r RcsnlatETPD

Ba8ia. Hukum
rlcputusBn Bupatl Ntlnjuk

rga t92 / rl 41'l.o 12 /2o2 |
t.DtanS Pcmb.ntukan Tim
P.rEipatsr Den P.rluas
DlAlt!.ltslt Da.rah Xabupatln
N8arjuk *b8aalrEm tcl.ah
diubah dcr{m Keputusa,
Bupatl NtErrjuk Nobo!
lAA /3tnl Kl 4l | .O12 /2021

I Ftnb.ntuk . Tr'2DD

Bqt n Hukun
Untuk da.ar pcnrrlcngAataan
.iit m p.lqlnan pqja* dac.ah

2 F.mbueten P.mrDtu
Bupatl tcntqry ETPD

B.gian Hukum
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2021

5 6 7 8 9 l0 t2

INSTANSI KETERANGAN

5 6 ? a l1 t2 I 2 3I 2 3

NO RENCANA
PENOEMBANOAN

Apukad p.mutahtran data
PBB ..c.ra nddld olch wqilb

PcnA.mt'organ apukad
c-SPOP d.n LSPOP

ETPD
1

Apulasi pcmbayaran r.trtbuil
F&r ncnggunakan QRls

2 P.mbslu.n rltdbuli

Apukaii pcmbuat n 9TS
t.rlnt Brasl dcn8an Bapcnda
dan Bark Jati[I dcnSan
mcn&run6*6n kod. btl.Ltrla.
Deta dl Bsp.nda .kan tcrEatat

3 P.ng.lnttangm aplikaoi

Apurad p.ndaftaJan qji kllPcng.mbsnte aplkall

Agar daLJn pcmbqylran pqiak
dan rctrtbud dapat &.rE5

Dcrbankan {hosr ro rlo3l)

BPI(AD Mcrupolqn intcgraai Siltcm
K.uete Dacr.n d.qan
d3tcm padE Bsnk Jatlm
Cabsns Nss4luk untuk

6 P€ngcmbanae dstcm
apltks.l SP2D onlir

Mcmbudaya trana3k.l non
tunai kcpada pcdr$.ng pala!Sooialild.i pcngtunen

QRIS unttrk tmsl.rl di
I

2 Sosbl.s.l p.E ba]€ran

Sodalied dar p.ndampinsan
k pada wdtb rctlibud irntuk
mclakuk€n t!an!sk$ dcnSrn

P.mba}€ran rrtdburl
pcnsqitan kcndqt o
bcmotor m.ngtunatan
QRIS dan kanar dlAttel

3

Dlla.k.airllan t.rutarna kcpada
hotcl E6toran, tcmp.t hibuEn

Sosbtt.asi lranlal.t Jual

ncngSunarcn QRIS dan
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RENCANA

PENCEMBANGAN
XEOIATAN

2021 2022 INSTANSI l(ETFJRANOAN

1 2 3 6 7 8 9 10 II t2 I 2 3 5 6 7 9 l0 II 12

5 So3blilad.-SPIPD dan
..SPPT

Untuk mcn8cnalkrn l(.pad6
maryarElat sau EEnStu.alm
apukell untuk pcndafirran,
pcnghltunSa!, pcmbeyalan dan
p.laporen p6jeh *c.rs manditi
ft.lalul apliko.l E'SPIPD d.n
E,SPPT

6
budq).s m*yEEkat y.ru
m.la*.anskan tts .ak.t
..caia tunai dcnjadl

lk rLltec hd.rd i.dla loilal.
m.dia.Lktronik, ba.ncr,
lpanduL, tatap muka

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI
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